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Grant funds are provided to assist communities and community organizations 
in carrying out their activities and programs. The purpose of this study was to 
determine the effectiveness of the management of Bandung City grants in 2012-2016. 
This research was conducted using a qualitative approach with a case study method. 
Based on the results of the study, it is known that the management of Bandung City 
grants has been effective because both the Government and the community and 
organizations are very transparent in providing grants that have previously been met 
with requirements and a survey team from the government to conduct a survey of the 
community and organizations that propose financial assistance grant. 
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A. PENDAHULUAN  
Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang hingga 
saat ini, sedangkan Indonesia sendiri  memiliki kekayaan dan potensi Sumber 
Daya Alam (SDA) yang sangat mendukung tetapi sangat disayangkan karena 
Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih kurang. Hal tersebut yang 
membuat banyaknya para pengangguran dan kemiskinan yang menjadi 
masalah utama bagi Indonesia. Walaupun sudah banyaknya program yang 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani dan mengentaskan 
pengangguran dan kemiskinan tetapi tetap saja masalah tersebut tidak terhapus 
secara keseluruhan. 
Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang 
tersebar luas disetiap daerah yang ada di Indonesia. Beberapa program sudah 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dengan menerima 
dana hibah dari setiap daerah yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk 
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tersebut, yang diharapkan meskipun tidak mengahapus masalah yang ada 
secara keseluruhan tetapi apabila dikelola dengan baik dan benar dapat 
membantu masyarakat kelas bawah atau yang membutuhkan bantuan dari 
Pemerintah Daerah. 
Jumlah penduduk yang semakin besar serta tidak merata dapat 
mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di 
samping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Kota/Kabupaten untuk dapat mengurangi masalah tersebut. 
Masalah yang harus serius ditangani oleh Pemerintah agar adanya peningkatan 
taraf kehidupan masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan adanya 
perubahan walaupun perubahan tersebut tidak terlaksana secepatnya tetapi 
sedikit demi sedikit bisa dirasakan oleh Pemerintah. 
Persoalannya adalah sudah sesuaikah pengelolaan, penyaluran, 
pendistibusian dana hibah pada masyarakat. Pengelolaan dana hibah tidak 
akan berjalan dengan baik apabila aspek perencanaan, penganggaran, 
pengadaan penerimaan dan penyalurannya tidak sesuai dengan pedoman pada 
peraturan yang ada. Hibah sendiri berdasarkan pengertian yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 angka 14 
adalah sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah ke 
pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyrakat, dan organisasi 
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah, atau 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 
dalam urusan wajib dan urusan pilihan. 
Dari pengertian tersebut dapat digaris bawahi bahwa hibah adalah 
program yang sangat penting karena digunakan untuk membantu pihak lain 
dan sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 4 angka 3: 
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Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat 
untuk masyrakat. 
Hibah adalah pos yang terdapat pada belanja Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) yang cukup menggiurkan, karena banyak yang 
membutuhkannya sebagai dana yang dapat diperhitungkan. Banyak 
kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan 
masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Dana hibah yang di 
dapat oleh pemerintah daerah dari daerah lainnya sangat amat membantu 
dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan yang sudah dibuat oleh 
pemerintah. Dana hibah sendiri biasanya digunakan untuk membantu 
masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan visi, misi 
dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan yang memerlukan bantuan dana 
dari pemerintah.  
Sebagai gambaran keseriusan pemerintah dalam pemberian hibah 
khususnya di Kota Bandung banyak sekali masyarakat ataupun organisasi 
kemasyarakatan mengajukan bantuan kepada pemerintah untuk mendapatkan 
dana, berikut dikemukakan realisasi dana hibah di Kota Bandung sejak tahun 
2012 sampai dengan 2016, sebagai berikut: 
Tabel 1 







2012 429.099.192.184 409.883.087.065 
2013 376.242.006.291 247.510.225.700 
2014 280.566.565.000 238.347.280.008 
2015 140.379.792.654 126.741.369.485 
2016 138.558.717.000 136.053.382.000 
 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (2018) 
Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa anggaran dana hibah 




JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 182 
 
409.883.087.065 . Pada tahun 2013 anggaran dana hibah sebesar 376.242.006.291 
dan realisasinya sebesar 247.510.225.700. Tahun 2014 anggaran dana hibah 
sebesar 280.566.565.000 sedangakan realisasinya sebesar 238.347.280.008. Lalu 
tahun 2015 anggaran dana hibah yang diterima sebesar 140.379.792.654 dan 
realisasinya sebesar 126.741.369.485. Dan pada tahun 2016 anggaran dana hibah 
yang diterima sebesar 138.558.717.000 dan realisasinya sebesar 136.053.382.000. 
Dari penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa anggaran 
dan realisasinya setiap tahunnya terutama pada tahun 2012-2016 mengalami 
penurunan sehingga yang menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kota 
Bandung  menurun. Penurunan anggaran dan realisasi dana hibah di Kota 
Bandung dikarenakan potensi dari daerah Kota Bandung mengalami kenaikan 
dan sudah baik sehingga dana hibah yang diterima berkurang dari setiap 
tahunnya. 
Dan dapat diketahui bahwa dana hibah adalah program yang sangat 
penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi kemasyarakatan dalam 
melaksanakan programnya dan dapat meringankan pengangguran dan 
kemiskinan yang ada. Sayangnya dana hibah masih saja disalah gunakan oleh 
kepentingan politik sebagai pencitraan oleh Kepala Daerah/ Wakil, terutama 
Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri kembali dalam ajang pilkada 
untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang 
dianggap telah berjasa dan dalam meggolkan kemenangan Kepala Daerah / 
Wakil yang sedang menjabat. 
Salah satu bentuk penyimpangan dana hibah dikemukakan oleh Prijanto 
(2011:176), setiap tahun anggaran dapat dipastikan ada pemberitaan mengenai 
dana hibah yang membikin heboh. Kecurigaan demi kecurigaan tidak pernah 
hilang dari sorotan masyarakat dengan berbagai sebab. Dari pernyataan 
Prijanto ini maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi dalam pencairan 
dana hibah kepada masyarakat yaitu yang sebenarnya diterima 100% tetapi 
dalam kenyataannya yang diterima hanyalah 60%. Berbagai praktik modus 
yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD sehingga peruntukannya 
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banyak yang kurang tepat sasaran, walaupun banyak masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan 
tersebut. 
Setiap calon penerima dana hibah harus mengajukan proposal lebih 
terdahulu agar Pemerintah dapat mengetahui bagaimana dana tersebut akan 
digunakan dan harus jelas permohonannya agar tidak terjadi ketidakpastian. 
Dan banyak pula masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang 
mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah tetapi tidak melaporkan laporan 
pertanggung jawabannya kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka mencapai 
keberhasilan program dana hibah tersebut perlu dilakukan secara akuntabel 
dan transparan sehingga akan mengetahui efektivitas pengelolaan dana hibah 
agar dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
Berdasarkan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini 
yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana hibah Kota 
Bandung tahun 2012-2016. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus (Yin, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara mendalam, observasi 
langsung dan focus group discussion (FGD). Pengujian keabsahan data dengan 
metode credibility, transferability, dependability, confirmability. Pengolahan data 
dilakukan dengan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan 
penyandian (coding), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara 
yang kurang jelas untuk memudahkan tahap analisis. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan analysis interactive model dari Miles dan Huberman 
(2005), yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tujuan 
Hibah adalah program yang sangat penting karena digunakan untuk 
membantu pihak lain dan sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat 
untuk masyarakat. Tujuan dari pemberian dana hibah di Kota Bandung untuk 
kepentingan masyarakat ataupun LSM dan organisasi kemasyarakatan. Dalam 
hal ini Pemerintah Kota Bandung sangat mendukung semua kegiatan yang ada 
atau dilaksanakan dengan memberikan bantuan dana kepada setiap 
masyarakat yang meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung.Hal ini 
tentu saja sangat bisa memajukan Kota Bandung sendiri dengan adanya 
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 
Tujuan pemberian dana hibah pun sudah tercantum dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 4 angka 3: Pemberian hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyrakat. 
Peraturan memang sangatlah penting sebagai standar suatu ketentuan 
Pemerintah dalam melakukan pemberian dana hibah kepada masyarakat. 
Dengan adanya peraturan yang berlaku tentu saja Pemerintah tidak bisa 
seenaknya kepada masyarakat dalam memberikan dana hibah itu sendiri. Dana 
hibah memang sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan. Di 
Kota Bandung sendiri pun sudah ada Perwal, Kepwal, yang mengatur tentang 
pemberian dana hibah. 
Pemberian dana hibah memang tidak begitu saja, pasti ada syarat-syarat 
yang dibutuhkan dalam mendapatkan dana hibah. Ini sebagai langkah yang 
dibutukan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan dana hibah dan segi 
pencairannya. Dalam pencairan dana hibah pun, tidak mudah tetapi memalui 
beberapa proses yang harus dilakukan Pemerintah agar tidak terjadinya 
kesalahan. Pemberian dana hibah pun memiliki beberapa tahapan sampai 
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pencairan dana hibah itu sendiri. Jadi persyaratan adalah hal utama untuk 
mendapatkan dana hibah. Dalam tujuan Pemerintah Kota Bandung 
memberikan dana hibah kepada masyarakat, tentu saja terdapat faktor 
pendukung keberhasilan dari tujuan tersebut.  
Dalam tujuan memang terdapat faktor pendukung yang mendukung 
keberhasilan dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota 
Bandung. Dalam hal ini, faktor pendukung keberhasilan dari tujuan pemberian 
dana hibah Kota Bandung ialah sisi pencairan. Dalam sisi pencairan ini 
memang sangat memakan waktu yang cukup lama karena harus benar-benar 
melihat seberapa penting kegiatan tersebut dan jumlah yang diberikan kepada 
Pemerintah dalam memberikan bantuan. Sebelum pencairan dana hibah 
tersebut sudah pasti ada langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam 
melakukan pencairan, sudah sesuaikah dengan persyaratan, sudah jelas atau 
belumnya tujuan pemohon dalam meminta bantuan dana hibah kepada 
Pemerintah. Berbicara tentang faktor pendukung dalam tujuan, pasti terdapat 
pula faktor yang menghambat tujuan tersebut.  
Persyaratan memanglah suatu hal yang utama dalam mendapatkan dana 
hibah dari Pemerintah karena dari sisi persyaratanlah Pemerintah dapat 
menyeleksi. Persyaratan yang dibutuhkan haruslah lengkap dan sesuai dengan 
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dan 
seharusnya, masyarakat atau pemohon yang ingin mendapatkan bantuan dana 
hibah dari Pemerintah Kota Bandung harus sesuai dengan program-program 
yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Agar terjadinya keselarasan antara 
masyarakat dengan Pemerintah. 
 
2. Kontribusi (Sumbangan) 
Dana hibah tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang membantu, hal ini 
disebabkan karena dana hibah adalah dana yang diberikan dari Pemerintah 
Daerah ataupun Pemerintah Pusat kepada Kota Bandung. Dan kontribusi 
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masyarakat yang memang memerlukan bantuan dana hibah untuk membantu 
kegiatan masyarakat.  
Dalam hal kontribusi (sumbangan) dana hibah Pemerintah Kota 
Bandung memang diperuntukan untuk masyarakat agar dapat membantu 
semua kegiatan masyarakat. Dalam bidang kesenian biasanya seperti 
diperuntukan untuk sanggar tari, pentas kesenian, dan lainnya. Dalam hal 
pembangunan yang biasanya banyak pemohon dana hibah meminta bantuan 
dalam alas an ini. Dan untuk keolahragaan biasanya untuk biaya atlet-atlet 
yang ada di Kota Bandung. 
Sering kali Dinas-Dinas pun meminta bantuan kepada Pemerintah 
Daerah Kota Bandung agar dapat membantu kegiatan setiap Dinas. Tetapi 
memang bantuan dana hibah tidak begitu saja langsung diterima, tetap ada tim 
penilai dan tim pertimbangan dari Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait 
dana yang diajukan pemohon bantuan dana hibah. Hal tersebut agar dapat 
meminimalisir terjadinya kecurangan dan dana hibah dapat dibagi rata kepada 
setiap masyaraka yang memerlukan karena dalam pemberian dana hibah 
kepada masyarakat maupun Dinas-Dinas yang ada, dana hibah sendiri 
biasanya memang masuk dalam anggaran. 
Dana hibah memang sudah masuk dalam anggaran Kota Bandung agar 
dana tersebut dapat membantu masyarakat dan memang diutamakan dana 
tersebut untuk masyarakat. Dan Pemerintah Pusat pun sudah menganggarkan 
untuk semua daerah yang ada, yang memang masih memerlukan dana hibah. 
Bantuan dana hibah tidak semerta-merta diberikan begitu saja tetapi ada 
anggaran yang sudah dihitung terlebih dahulu oleh Pemerintah sesuai dengan 
kebutuhan daerah tersebut. 
 
3. Organisasi Kemasyarakatan 
Banyak sekali organisasi yang ada di Kota Bandung, dengan banyaknya 
organisasi yang ada maka banyak juga pengajuan dana hibah ke Pemerintah 
Daerah Kota Bandung. Dalam pengajuan bantuan dana hibah, Pemerintah 
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Daerah Kota Bandung pun memiliki kriteria agar dapat mendapatkan bantuan 
dana hibah. 
Akta pendirian sebuah organisasi atau yayasan memang sangatlah 
penting karena menunjukkan bahwa organisasi atau yayasan tersebut memang 
ada dan resmi bukan illegal.Itu adalah syarat yang utama dan tidak boleh 
terlewati karena hal tersebut yang sangat diutamakan untuk dapat mengajukan 
bantuan dana hibah kepada pemerintah. Karena apabila akta pendirian 
organisasi atau yayasan tersebut kurang dari 2 tahun maka akan 
dipertanyakan. Selain akta pendirian, disebutkan pula adanya surat pengantar 
dari BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota 
Bandung yang biasa dikenal dengan nama Kesbangpol. Karena sebelum 
mengajukan kepada pihak pemerintah, terlebih dahulu melalui surat yang 
diantarkan oleh BKBPM sendiri. Dengan adanya dana hibah memang dapat 
membantu masyarakat, dinas, organisasi atau yayasan yang ada di Kota 
Bandung. Bahkan ada dinas, organisasi atau yayasan yang sering meminta 
bantuan dana hibah. 
Dalam hal ini tentu saja sudah dapat membantu dalam kegiatan yang 
diselenggarakan karena demi keberlangsungan kesuksesan acara tersebut. 
Terutama untuk atlet penyandang cacat yang memang harus mendapat 
apresiasi dari Pemerintah Daerah karena sudah dapat membanggakan Daerah 
dan membawa dampak yang positif untuk masyarakat sekitar dan menjadikan 
semangat yang bisa ditiru oleh masyarakat lainnya. Dalam penerimaan 
bantuan dana hibah tentu saja sudah atas persetujuan dari Pemerintah Daerah. 
Dalam pemberian dana hibah kepada organisasi, masyarakat dan yang 
lainnya memang harus atas persetujuan tim SKPD yang telah melakukan 
survey kepada organisasi atau masyarakat tersebut, dan pemberian dana hibah 
pun hasil yang diterima oleh pemohon tidak selalu sesuai dengan pengajuan 
dananya karena adanya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan 
dipertimbangkan oleh SKPD tersebut. Pemohon pun dalam mendapatkan dana 
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dana yang diterima dan dikelola agar menjadi laporan dan arsip untuk 
Pemerintah. 
Menyerahkan LPJ memang sangat penting karena agar terjadinya 
trasnparansi dana yang dipakai selama kegiatan yang dilakukan. LPJ yang 
harus dilaporkan paling lambat adalah tanggal 10 Januari tahun berikutnya 
apabila terlambat dalam memberikan LPJ dikirim surat kepada yang 
bersangkutan. Dan pada tahun 2017 kemarin, Pemerintah sudah mengirimkan 
3 kali surat kepada yang bersangkutan untuk memberi LPJ, dari pihak 
Pemerintah sendiri sudah baik karena selalu diingatkan dan diberi peneguran 
untuk secepatnya menyerahkan LPJ. Dalam hal ini, Pemerintah sudah sangat 
baik dalam melakukan pengelolaan dana hibah untuk masyarakat dari cara 
pengajuan dana, survey, pertimbangan untuk pengajuan dana karena adanya 
ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dan adanya 
peringatan kepada organisasi atau masyarakat yang telat dalam meberikan 
laporan LPJ kepada Pemerintah. 
 
4. Output 
Pemberian dana hibah kepada masyarakat yang mengajukan bantuan 
pastilah memiliki output yang baik karena telah membantu masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Pemberian dana hibah pun 
harus tepat sasaran. 
Pemberian dana hibah memang harus tepat sasaran agar tidak adanya 
penyalah gunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon. 
Tepat sasaran di sini adalah melihat organisasi itu sendiri, dari segi 
administrasinya dan kegiatan yang akan dilakukan itu seperti apa, dan 
proposal pengajuannya harus jelas dan terinci. Dan tepat sasaran adalah 
bagaimana organisasi tersebut memang sangat membutuhkan bantuan dana 
hibah dari Pemerintah. Dan pastinya dana hibah harus dikelola dengan efektif. 
Dana hibah Kota Bandung sudah dikelola dengan efektif karena dalam 
pengajuan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah sudah ada 
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ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti harus lengkapnya 
persyaratan yang diminta oleh Pemerintah karena dalam persyaratan tersebut 
Pemerintah dapat menyeleksi setiap organisasi yang melakukan pengajuan 
permohonan bantuan dana hibah, lalu ada tim survey, tim pertimbangan untuk 
dapat mencairkan dana hibah itu sendiri. Dan tentu saja apabila dana hibah cair 
akan sangat membantu keberlangsungan kegiatan oleh organisasi tersebut. 
Dengan bantuan tersebut, kegiatan yang diagendakan dapat 
berlangsung dan membantu setiap kegiatan yang ada misalnya untuk para atlet 
Kota Bandung yang sedang berlomba tentu saja membutuhkan dukungan dari 
Pemerintah. Lalu dengan adanya bantuan dari Pemerintah itu sendiri akan 
menimbulkan rasa semangat dan dapat berprestasi jauh lebih baik lagi dan 
tentu saja hal tersebut membantu program Pemerintah Daerah. 
Dalam dana hibah, sudah terdapat laporan anggaran dan realisasinya. 
Dan laporan tersebut menunjukkan bagaimana anggaran dan realisasi dana 
hibah Kota Bandung. 
Tabel 2 







2012 429.099.192.184 409.883.087.065 
2013 376.242.006.291 247.510.225.700 
2014 280.566.565.000 238.347.280.008 
2015 140.379.792.654 126.741.369.485 
2016 138.558.717.000 136.053.382.000 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (2018) 
Dari laporan anggaran dan realisasi di atas, angka yang ditunjukkan 
adanya kenaikan dan penurunan. Dalam hal ini tentu saja realisasi menjadi 
kecil apabila anggaran yang sudah ditetapkan terjadinya pembatalan dari pihak 
organisasi. Pembatalan tersebut berkaitan dengan adanya beberapa organisasi 
yang masih kurang lengkap dari segi persyaratannya maka terjadi pembatalan 
dalam pencairan dana tersebut. Biasanya yang belum terpenuhi adalah akta 
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tentu saja realisasi dana menjadi lebih kecil dari pada yang sudah dianggarkan. 
Dana yang sudah dianggarkan pun biasanya tersisa karena realisasinya lebih 
kecil. 
Dana yang tersisa harus dikembalikan kepada anggaran daerah agar bisa 
diatur ulang kembali untuk APBD Kota Bandung tahun berikutnya. Dana yang 
tersisa bukan dikumulatifkan untuk dana hibah tahun berikutnya. Agar tidak 
terjadinya penyelewengan anggaran yang ada, dengan hal ini tentu akan 
terjadinya transparansi anggaran. Dari output yang dihasilkan oleh dana hibah 
tentu saja sangat membantu masyarakat dan organisasi yang ada di Kota 
Bandung. Dan dengan adanya transparansi anggaran tentu saja sudah dapat 
dikatakan bahwa pengelolaan dana hibah Kota Bandung sudah baik. 
 
D. SIMPULAN 
Dana hibah diberikan untuk membantu masyarakat dan organisasi 
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan program-program yang ada di 
Kota Bandung. Pemberian dana hibah haruslah dengan beberapa persyaratan 
yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dalam penerimaan 
dana, Kota Bandung mendapatkan dana tersebut dari APBD Kota Bandung dan 
Pusat yang memang sudah dianggarakan. Masyarakat maupun organisasi 
harus melaporkan laporan pertanggung jawaban setelah melaksanakan 
kegiatan, hal ini dikarenakan agar terjadinya transparansi dan akuntabilitas 
baik pada Pemerintah maupun masyarakat dan organisasi. Pengelolaan dana 
hibah Kota Bandung sudah efektik karena baik dari Pemeirntah maupun 
masyarakat dan organisasi sangatlah transparan dalam melakukan pemberian 
dana hibah yang memang sebelumnya sudah terdapat persyaratan dan adanya 
tim survey dari pemerintah untuk melakukan survey kepada masyarakat 
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